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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang 

Kejahatan dimuat di buku ke II dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Kejahatan atau “Perbuatan Jahat” sebagai gambaran umum mengenai pengertian itu 

sendiri, Djoko Prakoso mengatakan secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak 

pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya 

dikenakan sanksi”. Secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah 

perbuatan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan 

reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana 

adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melawan hukum, disebabkan 

oleh fsktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan pidana tersebut
1
. Kejahatan 

sebagai any social harm defined and punishable by law. Bahwa kerugian sosial 

tertentu dapat berupa serangan terhadap fisik seseorang, dan jika negara menganggap 

perbuatan seperti itu dapat mengancam ketertiban sosial, yaitu apabila meluas maka 

hal itu dipandang sebagai penyerangan terhadap lembaga sosial. Oleh karena, suatu 

perbuatan pidana dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang, maka kejahatan 

                                                             
1 Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam 

Konteks KUHAP. Jakarta:Bina Aksara. 1987,  hlm. 137. 
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dapat dipandang sebagai penyerangan terhadap negara
2
. Dalam praktek kehidupan 

yang terjadi, beragam kejahatan telah dikategorikan berdasarkan bentuk dan juga 

sanksi nya, salah satu daintaranya ialah kejahatan terhadap perampasan kemerdekaan.  

Manusia pada dasarnya diciptakan dan diberikan akal pikiran, namun karena kata 

sempurna itu sendiri masih tidak akan dipenuhi oleh manusia, maka pada 

kenyataannya ada beberapa diantaranya yang tidak memiliki atau adanya kerusakan 

pada akal pikirannya itu sendiri. Manusia yang tidak memiliki atau mengalami 

kerusakan pada akal dan mentalnya disebut dengan orang dengan gangguan jiwa. 

Sebutan itu telah dituliskan didalam sebuah undang-undang nomor 18 tahun 2014 

tentang kesehatan jiwa, yang menyebutkan bahwa “Orang Dengan Gangguan Jiwa 

yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam 

pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala 

dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan 

dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.
3
 

 

American Psychiatric Association dalam bukunya menjelaskan bahwa ada 

banyak defenisi khusus dari pengidap gangguan jiwa, namun secara umum yaitu:
4
 

“A mental disorder is a syndrome characterized by clinically significant 

disturbance in a individual's cognition, emoticon regulation, or behavior that 

reflects a dysfunction in the psychological, biological, or developmental 

                                                             
2 M Arief Amrullah. Perkembangan Kejahatan Korporasi. Jakarta: Prenadamedia Group. 

2008. Hlm. 12. 
3
 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 18 Tahun 2014  

4 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorder, 

Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2003, hlm. 47. 
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processes underlying mental functioning. mental disorder are usually associated 

with significant distress or disability in social,occupational, or other important 

activities. an expectable or culturally approved response to a common stressor 

or loss, such as death of a loved one, is not mental disorder. socially deviant 

behavior (e.g., political, religious, or sexual) and conflict that are primarily 

between the individual and society are not mental disorder unless the deviance or 

conflict result from a dysfunction in the individual, as describe above.”  

 

Berdasarkan penjelasan diatas, disebutkan bahwa orang dengan gangguan jiwa 

adalah suatu sindrom yang ditandai oleh gangguan klinis yang signifikan dalam 

kognisi individu, regulasi emosi atau perilaku yang mencerminkan disfungsi dalam 

proses psikologis, biologis atau perkembangan dalam fungsi mental. Gangguan jiwa 

biasanya berhubungan dengan tekanan yang signifikan atau cacat dalam sosial, 

pekerjaan, atau kegiatan penting lainnya. Namun gangguan jiwa yang disebabkan 

faktor-faktor budaya atau kehilangan seseorang, tidak dapat disebut sebagai orang 

dengan gangguan. Perilaku sosial menyimpang (misalnya, politik, agama, atau 

seksual) dan konflik yang terutama antara perorangan dan masyarakat juga bukan 

gangguan jiwa kecuali penyimpangan atau konflik akibat disfungsi dalam individu, 

seperti yang disebutkan di atas. 

Penjelasan lebih lanjut lagi disebutkan oleh American Psychiatric Association, 

bahwa:
5
 

“Characteristic symptoms: two(or more) of the following, each present for 

significant portion of time during a 1-month: (1) Delusions, (2) Hallucinations, 

(3) Disorganized speech, (4) Grossly disorganized or catatonic behavior, (5) 

Negative symptoms.”     

                                                             
5 American Psychiatric Association, Desk Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-

IV-TR, Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2000, hlm. 153. 
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Orang dengan gangguan jiwa memiliki tanda-tanda yang disebutkan yaitu, delusi, 

halusinasi, perilaku dan tata bicara yang tidak teratur. Dan tetap bisa dianggap 

sebagai orang dengan gangguan jiwa apabila mengalami dua atau lebih dari gejala 

yang disebutkan, dan juga apabila mengalami porsi yang signifikan dalam kurun 

waktu satu bulan. 

Setiap manusia, tanpa perbedaan, berhak untuk mendapatkan penghormatan, hak-

hak asasi dan kebebasan fundamentalnya. Karena merupakan mahluk sosial, sebagai 

manusia seharusnya dapat berinteraksi dengan sesamanya. 

Di Indonesia, dimana negara dengan landasan kesatuan, memandang sama atas 

hak setiap warganya. Dari banyak hak yang dapat dimiliki oleh setiap rakyat, salah 

satunya ialah hak atas kebebasan, namun pada kenyataannya, hak atas kebebasan ini 

belum dapat dimiliki oleh semua rakyat. Di negara yang dijunjung tinggi rasa 

toleransinya ini, orang dengan gangguan jiwa merupakan salah satu penyakit yang 

menjadi momok masyarakat, sehingga penderita merasa terasingkan dan diremeh kan. 

Orang dengan gangguan jiwa inilah yang dimaksud sebagai rakyat yang kerap 

kali tidak memiliki hak atas kebebasan. Seperti banyak kasus yang ditemukan, 

maraknya pemasungan yang dilakukan terhadap orang pengidap gangguan jiwa ini. 

Kebanyakan diantaranya dilakukan oleh keluarga sendiri, dengan alasan agar tidak 

berkeliaran mengganggu masyarakat lain. Pemasungan yang dilakukan adalah dengan 

cara memborgol, mengunci, menahan satu atau lebih bagian anggota tubuh orang 

pengidap gangguan jiwa dengan bongkahan kayu, rantai, atau tali. Terisolasi dari 
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dunia luar dan tidak diperbolehkan mendapatkan hak yang seharusnya dapat 

digunakan oleh kebanyakan manusia lainnya. 

Pemasungan adalah segala tindakan pengikatan dan pengekangan fisik yang 

dapat mengakibatkan kehilangan kebebasan seseorang. Pemasungan, termasuk 

penelantaran, tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan 

merupakan pelanggaran berat terhadap HAM penderita
6
. Tindak pemasungan 

mengakibatkan orang dengan pengidap gangguan jiwa memiliki keterbatas ruang dan 

gerak. 

Menurut masyarakat, pemasungan penderita gangguan jiwa ini untuk 

memudahkan mengontrol dan menjaga hal terburuk apabila para penderita sakit 

mental ini tiba-tiba mengamuk. banyak tokoh adat “merestui” keadaan ini dengan 

pertimbangan hal tersebut demi kemaslahatan umat
7
. Tindak pemasungan ini 

dianggap telah menyimpang dari hak asasi manusia, seharusnya dalam pandangan 

hukum pidana, tindak pemasungan dapat disebut sebagai tindak pidana, dan 

merupakan bentuk suatu kejahatan. 

Kejahatan yang dimaksud seperti yang disebutkan didalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, yang membahas di buku ke dua tentang kejahatan terhadap 

perampasan kemerdekaan orang lain. Seperti yang dijelaskan pada pasal 333 ayat (1) 

                                                             
6 Jeny Lupita, Pengertian Pemasungan, 

https://www.scribd.com/doc/313666066/PENGERTIAN-PEMASUNGAN, diakses pada tanggal 2 

September 2018 
7 Dedi Irawan, Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa, 

http://www.academia.edu/10239040/Pemasungan_Terhadap_Penderita_Gangguan_Jiwa, diakses pada 

tanggal 2 September 2018 

https://www.scribd.com/doc/313666066/PENGERTIAN-PEMASUNGAN
http://www.academia.edu/10239040/Pemasungan_Terhadap_Penderita_Gangguan_Jiwa
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KUHP bahwa “(1) Barangsiapa dengan sengaja atau dan dengan melawan hukum 

merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang 

demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.” 

Yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah meniadakan atau 

membatasi kebebasan seseorang bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke 

tempat lainnya yang dia inginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan 

mengurung seseorang di suatu ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota 

tubuh lainnya dari seseorang sehingga tidak dapat memindahkan diri, menempatkan 

seseorang di suatu tempat di mana ia tidak mungkin pergi dari tempat itu, dan 

mungkin juga dengan cara psychis (hipotis) sehingga ia kehilangan kemampuan 

untuk pergi dari suatu tempat dan lain-lain.
8
 

Banyak kasus tentang pemasungan terhadap orang dengan pengidap gangguan 

jiwa, sebagai contoh salah satunya yang terjadi kepada Warga Desa Sawahan, 

Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur telah disekap oleh 

keluarganya sekitar 25 tahun. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mukomuko, 

menemukan masih ada warga memasung anggota keluarganya yang mengalami 

gangguan jiwa atau orang gila di Desa Sungai Gading Kecamatan Selagan Raya, 

Bengkulu
9
. Dikutip dari Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 tindakan pemasungan 

terhadap orang gila ini dapat dipersentasekan sebesar 14,3% dan terbanyak terdapat di 

                                                             
8
 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1982,  hlm. 547. 

9 Suryamalang, http://suryamalang.tribunnews.com/2016/11/11/petugas-teteskan-air-mata-

saat-bebaskan-toirun-dari-pasung-di-trenggalek, diakses pada tanggal 29 Agustus 2018 

http://suryamalang.tribunnews.com/2016/11/11/petugas-teteskan-air-mata-saat-bebaskan-toirun-dari-pasung-di-trenggalek
http://suryamalang.tribunnews.com/2016/11/11/petugas-teteskan-air-mata-saat-bebaskan-toirun-dari-pasung-di-trenggalek
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daerah DI Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Selatan, Bali dan Jawa Tengah. Di kota 

Palembang, Dinkes Palembang mencatat ada 10 ODGJ yang dipasung dan 

dikerangkeng. Penderita gangguan jiwa tersebut tersebar di beberapa kecamatan, 

yaitu di Kecamatan Seberang Ulu 1, Kecamatan Kertapati, Kecamatan Ilir Barat 1, 

Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Seberang Ulu 2, dan Kecamatan Gandus 

Palembang
10

. 

Dari banyaknya kasus tentang pemasungan pengidap gangguan jiwa ini, belum 

adanya satupun upaya yang dilakukan melalui jalur hukum, padalah hal ini bisa saja 

menjadi pemahaman masyarakat agar dapat menjaga kepentingan orang banyak dan 

juga tetap menjaga hak-hak pengidap gangguan jiwa sebagai masyarakat yang setara. 

Kata pemasungan sendiri tidak dapat ditemukan didalam kitab undang-undang 

hukum pidana, hal ini membuat adanya kurang kejelasan dari pasal atau peraturan 

yang mengatakan bahwa pemasungan adalah bentuk suatu kejahatan dan juga melihat 

pada kenyataannya banyak orang dengan pengidap gangguan jiwa yang terlihat tidak 

mendapatkan perlindungan hukum menjadi ketertarikan bagi penulis untuk meneliti 

lebih jauh mengenai persoalan ini. 

 

 

 

                                                             
10 Nefri Inge, Pengidap Gangguan Jiwa Terpasung di Palembang Sering Putus Obat, 

http://www.liputan6.com/amp/2982484/pengidap-gangguan-jiwa-terpasung-di-palembang-sering-

putus-obat, diakses tanggal 27 September 2018 

http://www.liputan6.com/amp/2982484/pengidap-gangguan-jiwa-terpasung-di-palembang-sering-putus-obat
http://www.liputan6.com/amp/2982484/pengidap-gangguan-jiwa-terpasung-di-palembang-sering-putus-obat
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah : 

1. Apakah tindak pemasungan terhadap pengidap gangguan jiwa merupakan 

suatu kejahatan dari perspektif hukum pidana? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengidap gangguan jiwa yang 

dikakukan pemasungan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tindak pemasungan terhadap pengidap gangguan jiwa 

merupakan suatu kejahatan yang dapat dikenakan sanksi. 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengidap gangguan jiwa 

yang mengalami tindakan pemasungan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah disebutkan, maka diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kajian hukum 

untuk menambah ruang lingkup pengetahuan bahwa tindakan pemasungan 

terhadap pengidap gangguan jiwa dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan 

dalam perspektif hukum pidana itu sendiri. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi 

bagi seluruh masyarakat dalam pengupayaan meminimalisirkan tindakan 

pemasungan terhadap para pengidap gangguan jiwa.  

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari kajian penelitian ini adalah tindak pemasungan terhadap 

pengidap gangguan jiwa dianggap sebagai perampasan kemerdekaan orang lain 

dalam Hukum Pidana dan perlindungan terhadap pengidap gangguan jiwa 

menurut Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Bidang ilmu yang digunakan 

adalah Hukum Pidana umum. 

 

F. Kerangka Teori 

Adapun beberapa teori yang digunakan sebagai dasar dalam penulisan skripsi ini, 

adalah : 
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1. Teori Keadilan  

Karena sudah seharusnya sebuah hukum itu adil, suatu hukum dapat 

dikatakan adil bukan berdasarkan persamarataan melainkan pembagian sesuai 

hak persamaan. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada 

tiap orang porsi menurut pretasinya. Prinsip-prinsip keadilan untuk institusi 

tidak boleh dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu 

dan tindakan-tindakan mereka dalam situasi tertentu. Jadi dua macam prinsip 

untuk institusi tersebut diterapkan  pada subyek yang berbeda dan harus 

dibahas terpisah. Menurut Rawls, ada dua prinsip keadilan adalah sebagai 

berikut: Pertama: Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar 

yang paling luas, sesuai dengan kebebasan yang sama bagi semua orang. 

Kedua: Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa 

sehingga (a) diharapkan dapat menjadi keuntungan semua orang, dan (b) 

semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang
11

. 

2. Teori Perlindungan 

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan untuk mereka 

yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk 

                                                             
11 John Rawls, Teori Keadilan, Diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm 52-53. 
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memperoleh keadilan sosial
12

. Fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari 

bahaya dan tindakan yang dapat merugikannya. Selain itu berfungsi pula 

untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai 

dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama 

dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan 

dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum 

akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek 

dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum 

yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip 

pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang 

bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan 

Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. 

Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. 

3. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena 

                                                             
12  Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55. 
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dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa 

saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu
13

. 

Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat 

dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. 

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama 

untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan 

makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi 

setiap orang. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung 

keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan 

hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif agar 

tidak menjadi tidak menjadi sumber keraguan. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian 

hukum normatif dengan didukung data empiris. Penelitian hukum normatif 

juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, sering kali hukum 

dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan 

                                                             
13 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, 

hlm. 23. 
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(law book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang 

merupakan patokan yang berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap 

pantas
14

. Penetian hukum normatif dengan data empiris sebagai pendukung 

disebut juga dengan penelitian normatif-empiris (applied normative law) 

yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan 

hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang, atau kontrak) in action pada 

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat
15

. Maka dari 

itu, penelitian dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau 

disebut dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan juga dengan dukungan data 

primer. Bahan hukum tersebut disusun terstruktual lalu dikaji sehingga dapat 

ditarik kesimpulan. 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian hukum normatif memuat beberapa pendekatan-pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini, diantara lain 

yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan ini 

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang 

bersangkut paut dengan tindak pemasungan terhadap pengidap gangguan jiwa. 

                                                             
14  Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.123. 
15

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm. 134.  
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Dan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terhadap pemasungan yang 

dilakukan kepada pengidap gangguan jiwa. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Dikarenakan penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum 

normatif-empiris, maka bahan hukum yang digunakan diantara lain ialah data 

hukum primer berupa data empiris sebagai pendukung yang diperoleh di 

lapangan. Bersumber dari Dinas Kesehatan Palembang, khususnya data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah data jumlah orang dengan 

gangguan jiwa yang dipasung. Dan data hukum sekunder yang didapat dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang 

meliputi : 

a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan 

jawaban terhadap masalah penelitian
16

.  

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana 

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 

                                                             
16

 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodelogi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, 

hlm. 158. 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat 

pakar hukum
17

. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum sebagai penunjang guna 

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan. Contohnya seperti Kamus 

Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif 

dan seterusnya
18

 

4. Teknik Penentuan Sampel 

Dalam penulisan skripsi ini teknik penentuan sampel untuk data 

empiris yang dimaksud adalah teknik penarikan sampel secara Purposive 

Sampling. Yang mana sampel akan dipilih terlebih dahulu dengan 

pertimbangan dan tujuan tertentu berdasarkan kedudukan dan keyakinan 

penulis bahwa sampel yang diambil dapat digunakan dalam pemecahan 

permasalahan yang menjadi objek kajian.
19

 Populasi adalah keseluruhan dari 

objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi yang 

diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu, pihak-pihak yang memiliki 

pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan terhadap data jumlah pemasungan 

                                                             
17 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum,. Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 32. 
18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Cetakan ke 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13. 
19 Ibid., hlm 51. 
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yang terjadi di Palembang. Populasi yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan 

Palembang yang pernah melakukan survey terhadap permasalahan 

pemasungan di Palembang. kemudian mengambil beberapa sampel dari 

populasi penelitian yang dianggap dapat mewakili populasinya untuk 

dilakukan wawancara. Sample yang digunakan untuk penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

a. 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan 

Kota Palembang 

b. 1 orang ahli Psikologi 

Dari beberapa sample yang diesebutkan, penarikan sampel dengan 

teknik Purposive Sampling dilakukan karena tata cara ini menjamin 

keinginan peneliti untuk memasukan data-data yang bernilai representatif 

kedalam penulisan ini. 

  

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum dikumpulkan dengan metode survey book atau library 

research dengan langkah-langkah seperti: 

a. Menginventarisasi bahan hukum berupa buku-buku karya ilmuwan dan 

para pakar hukum yang membahas mengenai Hukum Pidana dan 

kejahatan terhadap perampasan kemerdekaan; 
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b. Membaca buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam 

penelitian ini. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum merupakan cara menganalisis data 

penelitian. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka bahan 

hukum yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dianalisis secara yuridis 

kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus matematika dalam 

menuliskan data atau tidak menggunakan data statistik akan tetapi 

menggunakan analisis dengan cara silogisme hukum (penalaran formal yang 

berdasarkan hukum). 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Bahan hukum yang telah diolah tersebut akan dilakukan penarikan 

kesimpulan secara deduktif. Dalam logika deduktif, menarik keismpulan 

dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus 

dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional). Hasil dari 

berpikir deduktif dapat digunakan untuk menyusun hipotesis, yakni jawaban 

sementara yang kebenarannya masih perlu diuji atau dibuktikan melalui 

proses keilmuan selanjutnya
20

. 

 

 

                                                             
20 Beni Ahmad Saebani, Op.Cit., hlm, 111. 
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